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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

NOMOR 2 TAHUN 2013 

TENTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BENGKAYANG, 
 

Menimbang    :  a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana 

Pasal 2 ayat (2) huruf j Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak 
kabupaten/kota; 

   b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata cara Perpajakan  sebagaimana telah 

diubah beberapa  kali terakhir dengan Undang-Undang  

Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor  85, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3987); 
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor  3823); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Daerah((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor  136 Tahun 2000 tentang 

Tata cara Penjualan  Barang Sitaan yang dikecualikan 
dari Penjualan secara lelang dalam rangka penagihan 

pajak dengan surat pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 4050); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor  14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah 
33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006     Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4652); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang  

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Republik 
Indonesia Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 
tentang Pengawasan Peraturan Daerah  dan Peraturan 

Kepala Daerah; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  148/PMK.07/2010 

tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional 
yang Tidak  Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 

23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;  

 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

 

dan 
 

BUPATI BENGKAYANG 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten Bengkayang 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan. 

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, 

dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru, atau NJOP pengganti. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik 
daerah (BUMD) dengan  nama  dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi,  dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 
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13. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

Pajak. 

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP 

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 
subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada 

Wajib Pajak. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 

yang terutang.  

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala 

Daerah. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak  yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak serta 
besarnya dengan jumlah kredit pajak, pajak tidak terhutang dan tidak 

ada kredit pajak. 

25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 

 

 


